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Abstract

This study aims to examine the regulatory framework of the Quick Response Code Indonesian
Standard (QRIS) as a legal instrument that strengthens Indonesia’s digital payment system and
promotes its integration within the ASEAN region. The research employs a normative legal
method using qualitative-descriptive analysis, based on a review of legal regulations, academic
sources, and empirical data related to QRIS implementation at both national and regional levels.
The findings reveal that the regulations issued by Bank Indonesia and the Ministry of Finance
have provided a robust legal basis for ensuring efficiency and security in Indonesia’s digital
payment ecosystem. Furthermore, the cross-border payment collaboration between Indonesia
and Thailand serves as evidence of QRIS’s potential to enhance cross-border economic
transactions and reinforce Indonesia’s role in regional digital diplomacy. The discussion
emphasizes that strengthening the legal framework, data protection, and cybersecurity is
essential to maintaining QRIS’s sustainability amid global digital transformation. Overall, QRIS
acts not only as a digital payment instrument but also as a manifestation of national economic
sovereignty, fostering efficiency, inclusivity, and competitiveness in the global digital economy.
Keyword: Qris, Economic Souvregnity, ASEAN.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi Quick Response Code Indonesian Standard
(QRIS) sebagai instrumen hukum yang berperan dalam memperkuat sistem pembayaran digital
Indonesia, sekaligus mendorong integrasinya di kawasan ASEAN. Pendekatan yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif dengan metode analisis kualitatif deskriptif, berdasarkan telaah
terhadap peraturan perundang-undangan, referensi akademik, serta data empiris mengenai
penerapan dan pengembangan QRIS di tingkat nasional maupun regional. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan
telah memberikan legitimasi hukum yang kokoh bagi terciptanya efisiensi dan keamanan
transaksi digital di Indonesia. Di sisi lain, penerapan cross-border payment antara Indonesia dan
Thailand menjadi bukti konkret bahwa QRIS mampu memperluas transaksi ekonomi lintas negara
dan memperkuat posisi diplomasi ekonomi Indonesia di ASEAN. Pembahasan menegaskan
bahwa penguatan kerangka hukum, perlindungan data, dan keamanan siber merupakan elemen
penting dalam menjaga keberlanjutan sistem QRIS di tengah persaingan global. Secara
keseluruhan, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran modern, tetapi juga
mencerminkan kedaulatan ekonomi nasional yang mendukung efisiensi, inklusivitas, dan daya
saing Indonesia di era digital global.
Kata Kunci: QRIS, Kedaulatan Ekonomi, ASEAN.

PENDAHULUAN

Judul “Regulasi QRIS atas Pengembangan Metode Pembayaran Digital di Wilayah
ASEAN” menegaskan kajian mengenai peran dan pengaturan Quick Response
Indonesian Standard (QRIS) sebagai instrumen penting dalam penguatan sistem
pembayaran digital di Indonesia dan kawasan ASEAN. QRIS merupakan inovasi
teknologi keuangan berbasis kode respons cepat yang dikembangkan oleh Bank Indonesia
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untuk menyeragamkan berbagai layanan transaksi digital antarpenyedia jasa keuangan
(Sasra, 2025). Implementasi QRIS tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keamanan
sistem pembayaran domestik, tetapi juga membuka peluang harmonisasi sistem
pembayaran lintas negara di Asia Tenggara. Melalui potensi interoperabilitasnya, regulasi
QRIS berkontribusi terhadap pembentukan ekosistem keuangan digital yang inklusif,
adaptif, dan berdaya saing tinggi (Aisah, Putra, & Ollivia, 2025). Dengan demikian,
pembahasan mengenai regulasi QRIS dalam konteks regional menjadi penting sebagai
bagian dari upaya mendukung integrasi ekonomi digital dan memperkuat pasar keuangan
ASEAN yang terhubung secara sistemik.

Beragam penelitian telah membahas peran Quick Response Code Indonesian
Standard (QRIS) sebagai komponen penting dalam perkembangan ekonomi digital
Indonesia. Implementasi QRIS dinilai mampu meningkatkan efektivitas transaksi,
memperluas jangkauan layanan keuangan, serta memperkuat integrasi sistem
pembayaran nasional. Selain itu, QRIS dipandang sebagai langkah strategis menuju
penyatuan sistem pembayaran digital di kawasan ASEAN. Namun, sebagian besar kajian
yang ada masih terbatas pada penerapan di tingkat nasional dan belum mengulas secara
komprehensif aspek regulasi maupun tantangan hukum lintas negara. Oleh sebab itu,
diperlukan analisis lebih mendalam mengenai pengelolaan kebijakan, keamanan data,
serta harmonisasi peraturan antarnegara dalam penerapan QRIS di kawasan ASEAN.

Sejumlah studi lain juga menyoroti dimensi strategis QRIS dalam konteks
geopolitik dan dinamika ekonomi global (Rami, 2025). QRIS tidak hanya berfungsi
sebagai inovasi teknologi finansial, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan ekonomi
Indonesia dalam menghadapi dominasi sistem pembayaran internasional. Namun
demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan
infrastruktur digital, ketidaksamaan standar regulasi antarnegara, serta isu perpajakan
lintas yurisdiksi (Roby Ananta, Maulana, Risti, Abela, & Dwi Jayanti, 2025). Selain itu,
persoalan diplomasi digital dan integrasi sistem antarnegara juga menjadi tantangan
utama dalam upaya memperluas penerapan QRIS secara global (Reswari, 2025). Oleh
karena itu, penelitian mengenai regulasi QRIS terhadap pengembangan metode
pembayaran digital di kawasan ASEAN memiliki signifikansi besar untuk menilai
kesiapan Indonesia dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital yang kompetitif di
tingkat regional dan global.

Kelemahan utama yang masih ditemukan dalam pengaturan Quick Response Code
Indonesian Standard (QRIS) terletak pada belum optimalnya aspek regulasi dan
perlindungan hukum dalam konteks penerapan lintas negara. Dari sisi pengaturan, QRIS
memang telah terbukti menjadi metode pembayaran yang efektif dan efisien, namun
belum memiliki standar hukum dan teknis yang seragam di kawasan ASEAN, sehingga
menyulitkan proses interoperabilitas antarnegara. Sementara itu, dari sisi perlindungan
hukum, belum terdapat mekanisme yang memadai untuk mengantisipasi konflik
kepentingan internasional, terutama terkait kedaulatan ekonomi, keamanan data, dan
potensi dominasi sistem pembayaran global oleh negara maju. Kondisi ini menunjukkan
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bahwa masih dibutuhkan reformulasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika
geopolitik dan ekonomi digital global. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah
untuk mengkaji pengaturan QRIS sebagai metode pembayaran paling efektif dan
sederhana, sekaligus menelaah perlindungan hukumnya dalam menghadapi potensi
konflik kepentingan antarnegara dalam kerangka integrasi ekonomi digital regional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum (Marzuki, 2017) dengan tujuan untuk
memperoleh pemahaman mendalam mengenai perlindungan hukum expansi QRIS
sebagai metode pembayaran yang sederhana di sektor ASEAN. Analisis dilakukan secara
kualitatif melalui deskripsi sistematis yang menjelaskan data dan hasil kajian dalam
bentuk narasi ilmiah. Dalam kerangka studi perbandingan hukum, penelitian ini
menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan makro untuk menelaah sistem
hukum secara keseluruhan dan pendekatan mikro untuk meneliti aspek hukum yang lebih
spesifik (Mertokusumo, 2020). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach),
dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Ketiga pendekatan
tersebut diterapkan secara integratif guna merumuskan argumentasi hukum dan konsep
teoretis baru yang diperoleh melalui kajian pustaka sebagai dasar preskriptif dalam
menganalisis permasalahan penelitian.

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum sebagai dasar analisis.
Sumber hukum utama meliputi Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun
2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor
21/18/PADG/2019 mengenai Implementasi Standar Nasional Quick Response Code
untuk Pembayaran, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 yang
mengatur tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan
Teknologi Finansial. Sumber hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti
buku dan jurnal ilmiah yang relevan, sedangkan bahan hukum tambahan mencakup data
empiris terkait jumlah dan karakteristik pengguna QRIS. Teknik pengumpulan bahan
hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh
landasan konseptual dan yuridis yang kuat. Analisis hukum dilakukan dengan metode
deduktif (M. Hadjon & Sri Djamiati, 2005), yaitu menarik kesimpulan umum
berdasarkan norma dan teori hukum yang telah ditetapkan untuk menjawab permasalahan
yang dikaji secara sistematis dan logis.

LANDASAN TEORETIS
Teori Hukum Ekonomi

Indonesia sebagai negara yang dianugerahi sumber daya alam serta sumber daya
manusia yang melimpah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan
perlindungan menyeluruh bagi warganya dari segala bentuk ancaman, baik internal
maupun eksternal (Fadhli, Zurwanty, & Sari, 2023). Amanat tersebut tercermin dalam
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Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa tujuan utama negara adalah melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan tersebut
tidak hanya mencakup ranah sosial dan fisik, tetapi juga aspek ekonomi serta kemajuan
teknologi nasional. Dalam era ekonomi digital, keberadaan sistem pembayaran seperti
QRIS menjadi simbol penting kedaulatan ekonomi yang harus dijaga keberlanjutannya.
Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa inovasi finansial
yang dihasilkan di dalam negeri tidak terpinggirkan oleh dominasi kekuatan ekonomi
global (Nurlaili Janati, Delima Afriyanti, & Ficha Melina, 2023).

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah inovasi keuangan
nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia guna menyatukan berbagai metode
pembayaran digital melalui satu sistem standar (Fridayani & Cuaca, 2024). Implementasi
QRIS mampu menciptakan efisiensi transaksi serta memperkuat struktur keuangan digital
yang inklusif dan terintegrasi. Meski demikian, muncul ancaman dari tekanan global yang
berpotensi mendorong peralihan penggunaan QRIS ke jaringan pembayaran internasional
seperti Visa dan Mastercard (Agustiana dkk., 2025). Fenomena ini memperlihatkan
adanya tarik menarik antara kepentingan nasional dan kekuatan pasar global di sektor
finansial digital. Karena itu, diperlukan adanya regulasi hukum yang kuat dan konsisten
agar QRIS tetap memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi domestik maupun
regional.

Menurut Teori Hukum Ekonomi (Economic Analysis of Law) yang dikemukakan
oleh Richard A. Posner, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai efisiensi
ekonomi serta kesejahteraan masyarakat (Posner, 1973). Peraturan hukum yang efektif
seharusnya mampu menekan biaya transaksi dan meningkatkan produktivitas pasar tanpa
mengabaikan kepentingan publik. Dalam konteks QRIS, teori ini menggambarkan bahwa
perlindungan terhadap produk keuangan nasional bukanlah bentuk proteksionisme
sempit, melainkan upaya untuk menciptakan efisiensi ekonomi yang berkelanjutan.
Regulasi yang menjamin stabilitas dan interoperabilitas sistem pembayaran nasional akan
melahirkan pasar keuangan digital yang kompetitif dan adil. Dengan demikian, hukum
ekonomi berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan
kepentingan ekonomi nasional.

Perlindungan hukum terhadap QRIS juga mencerminkan penerapan prinsip
efisiensi dan kemandirian ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan law and
economics. Pemerintah berperan aktif dalam menegakkan kebijakan yang mendorong
pertumbuhan inovasi keuangan domestik agar tidak tersisihkan oleh sistem pembayaran
global yang berorientasi pada keuntungan semata. Hal ini sejalan dengan pemikiran
Posner yang menegaskan bahwa hukum harus diarahkan untuk menciptakan efektivitas
pasar sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi (Bank Indonesia, 2021). Melalui
fondasi hukum yang kokoh, Indonesia tidak hanya mempertahankan kedaulatan
ekonominya, tetapi juga memperkuat posisinya dalam persaingan ekonomi digital
kawasan ASEAN (Afifah, 2024). Dengan demikian, QRIS sebagai inovasi hukum dan
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teknologi nasional perlu dijaga melalui regulasi yang berlandaskan pada prinsip efisiensi,
keadilan, serta keberlanjutan.

Teori Kedaulatan Politik

Pemikiran mengenai kedaulatan politik Indonesia berpijak pada prinsip bahwa
rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Pandangan
ini termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan
sepenuhnya berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya diatur oleh konstitusi. Dengan
demikian, rakyat memiliki peran utama dalam menentukan arah dan kebijakan politik
nasional (Budiardjo, 2008). Paham kedaulatan rakyat tersebut menjadi fondasi bagi
sistem demokrasi yang menempatkan partisipasi publik sebagai unsur utama
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, negara menjalankan peran
sebagai perwujudan kehendak rakyat untuk mencapai cita-cita keadilan sosial dan
kesejahteraan bersama (Soemantri, 1987).

Konsep kedaulatan dalam sistem politik Indonesia mendapat pengaruh dari teori-
teori klasik seperti kedaulatan rakyat milik Rousseau dan kedaulatan hukum dari Kelsen.
Keduanya diadaptasi secara kontekstual menjadi sistem yang menempatkan hukum
sebagai sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat. Dengan demikian, kekuasaan politik
rakyat tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh hukum yang mengatur pelaksanaannya.
Relasi antara hukum dan politik menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas dan
legitimasi pemerintahan. Oleh sebab itu, teori kedaulatan politik Indonesia bersifat
dinamis, berkembang seiring perubahan sosial dan perkembangan demokrasi
(Ashshiddigie, 2010b).

Teori ini juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan rakyat,
hukum, dan lembaga pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan. Tidak ada satu
kekuasaan pun yang boleh berdiri tanpa pengawasan hukum dan kontrol rakyat. Prinsip
checks and balances dijalankan agar mekanisme politik tetap demokratis dan tidak
terpusat pada satu institusi. Dalam praktiknya, lembaga negara seperti Presiden, DPR,
dan Mahkamah Konstitusi saling berinteraksi dalam menjalankan fungsi pemerintahan
dan pengawasan. Hubungan timbal balik ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat
diwujudkan melalui supremasi hukum yang menjaga keberlanjutan sistem demokrasi
(Ashshiddigie, 2010a).

Dalam konteks globalisasi, kedaulatan politik Indonesia dihadapkan pada tantangan
berupa pengaruh eksternal baik dari aspek ekonomi maupun politik. Namun demikian,
kedaulatan bukan berarti menutup diri, melainkan mempertahankan kemandirian di
tengah hubungan internasional yang semakin kompleks. Pemerintah perlu menerapkan
kebijakan luar negeri yang berpihak pada kepentingan nasional sebagai bentuk penguatan
kedaulatan politik. Dengan cara ini, kedaulatan tidak hanya berfungsi secara internal,
tetapi juga berperan dalam menjaga eksistensi bangsa di kancah global. Oleh karena itu,
konsep kedaulatan politik Indonesia tetap berpijak pada supremasi rakyat sebagai sumber
utama legitimasi kekuasaan (Sudirman, 2019).
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Teori Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum merupakan elemen mendasar dalam tatanan hukum yang
menjamin setiap tindakan pemerintah dan warga negara memiliki dasar aturan yang jelas
serta dapat diprediksi. Dalam ranah transaksi digital, kepastian hukum menjadi pondasi
utama bagi peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran seperti QRIS.
Menurut Gustav Radbruch, hukum ideal harus mampu menghadirkan kepastian, keadilan,
dan kemanfaatan bagi masyarakat (Radbruch, 1950). Dengan menerapkan prinsip
tersebut, pengaturan terhadap QRIS harus menjamin perlindungan hukum bagi setiap
pengguna dalam setiap bentuk transaksi digital. Oleh sebab itu, regulasi QRIS perlu
disusun secara sistematis agar mampu memberikan arah dan jaminan hukum yang pasti.

Sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital, QRIS membutuhkan dasar hukum
yang mampu memberikan kepastian terhadap legalitas, keamanan data, serta tanggung
jawab penyelenggara. Pemerintah melalui Bank Indonesia telah menetapkan kerangka
regulasi yang mengatur mekanisme penggunaan QRIS sebagai standar nasional. Aturan
tersebut menjadi instrumen penting untuk mencegah penyimpangan, pelanggaran data,
serta potensi penipuan dalam transaksi digital (Digdo Ismoyo, Harryato, & Judijanto,
2025). Kepastian hukum yang kuat akan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan
masyarakat terhadap penggunaan QRIS dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, regulasi
yang tegas dan konsisten menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan sistem
pembayaran digital nasional.

Gustav Radbruch dalam teorinya menegaskan bahwa hukum yang baik harus
seimbang antara aspek kepastian dan keadilan (Radbruch, 1930). Dalam konteks QRIS,
prinsip ini bermakna bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan yang
seimbang bagi pengguna dan penyedia layanan. Regulasi yang efektif akan memastikan
bahwa setiap pihak mendapatkan perlakuan yang adil serta memiliki tanggung jawab
hukum yang proporsional. Kepastian dan keadilan hukum hanya dapat dicapai apabila
peraturan diterapkan secara transparan dan tidak diskriminatif. Dengan demikian,
regulasi QRIS harus mencerminkan upaya negara dalam melindungi seluruh pihak yang
terlibat di dalam transaksi digital.

Dalam konteks ekonomi digital (Permana & Puspitaningsih, 2021), jaminan
kepastian dan perlindungan hukum bagi pengguna QRIS merupakan fondasi penting bagi
stabilitas sistem keuangan nasional. Ketidakjelasan aturan dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat
terhadap layanan keuangan digital. Melalui pandangan Radbruch, hukum ideal harus
memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Ketiga elemen ini menjadi
dasar bagi penyusunan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi
finansial. Oleh karena itu, QRIS sebagai produk inovasi nasional perlu didukung oleh
sistem hukum yang pasti, adil, dan berpihak pada perlindungan masyarakat.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Metode Pembayaran Quick Response Indonesian Standart
(QRIS) Dalam Lingkup Indonesia

QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard merupakan sistem
pembayaran nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk mewujudkan
efisiensi transaksi dan kemandirian ekonomi digital (Sunarjo, Nurhayati, & Karimah,
2023). Selama ini, sistem pembayaran di Indonesia masih banyak bergantung pada
jaringan internasional seperti Visa dan Mastercard (Prabowo, Taufik, & Rijoly, 2022).
Kehadiran QRIS menjadi langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur keuangan
domestik yang lebih inklusif dan terintegrasi. Pemerintah mendorong penggunaan QRIS
sebagai standar tunggal dalam transaksi digital agar ekosistem keuangan menjadi lebih
efisien. Dengan demikian, QRIS memiliki peran penting tidak hanya sebagai instrumen
pembayaran, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan ekonomi nasional.

Landasan hukum bagi penerapan QRIS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan
Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019, yang menetapkan standar nasional
QR Code untuk pembayaran. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun
2022, terutama pada Pasal 6, memberikan dasar tambahan bagi kewajiban penggunaan
QRIS dalam transaksi di Indonesia. Regulasi ini menyatakan bahwa setiap transaksi yang
menggunakan QR Code atau sistem berbasis komunikasi data harus mengikuti standar
nasional yang ditetapkan (Nuredi, Hidayat, & Faizal, 2023). Dengan sinergi kedua
regulasi tersebut, QRIS memiliki posisi legal yang semakin kuat dalam sistem keuangan
nasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas digitalisasi
pembayaran dengan prinsip keamanan dan efisiensi.

Meskipun demikian, PMK No. 69 Tahun 2022 belum sepenuhnya menjelaskan
kewajiban penggunaan QRIS secara tegas di seluruh sektor. Aturan tersebut lebih banyak
mengatur aspek teknis daripada menetapkan QRIS sebagai sistem pembayaran tunggal.
Kondisi ini menimbulkan perbedaan tafsir dalam pelaksanaan di lapangan dan berpotensi
menghambat konsistensi kebijakan (Azhari, 2025). Ketidakpastian tersebut menunjukkan
perlunya harmonisasi regulasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan
(Tanjung et al., 2024). Dengan demikian, kepastian hukum dan keseragaman
implementasi QRIS dapat terwujud secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Dari sisi teori hukum ekonomi, regulasi QRIS harus diarahkan untuk mendukung
efisiensi pasar dan stabilitas sistem keuangan nasional (Rahmatullah, 2025). Menurut
pendekatan law and economics, hukum memiliki peran penting dalam menciptakan
keseimbangan antara inovasi dan perlindungan publik (Isyunanda, 2022). Perlindungan
hukum yang kuat terhadap QRIS akan membantu mencegah dominasi sistem pembayaran
asing dan memastikan keamanan transaksi domestik (Silaban & Hakim, 2024). Dengan
demikian, QRIS berfungsi tidak hanya sebagai alat pembayaran modern, tetapi juga
sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi digital. Oleh sebab itu,
penyusunan regulasi yang lebih substantif menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan
inovasi keuangan nasional.
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Oleh karena itu, penguatan aspek regulatif terhadap QRIS perlu menjadi prioritas
pemerintah dan Bank Indonesia. Diperlukan aturan yang lebih eksplisit mengenai
kewajiban penggunaan QRIS beserta mekanisme pengawasan, pelaporan, dan
perlindungan konsumen (Muninggar & Rahardiansah, 2024). Selain itu, aspek keamanan
data dan transparansi transaksi harus ditingkatkan agar publik semakin percaya terhadap
sistem pembayaran nasional (Aminin, 2024). Dengan kebijakan yang komprehensif,
QRIS akan mampu menjadi tulang punggung sistem pembayaran digital yang efisien,
aman, dan inklusif. Hal ini sekaligus mempertegas peran QRIS sebagai pilar utama
kedaulatan ekonomi digital Indonesia.

Dalam dinamika ekonomi digital global, sistem pembayaran modern memiliki
makna strategis yang melampaui fungsi transaksi keuangan semata (Sudiantini et al.,
2023). Melalui implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS),
Indonesia berupaya menegaskan kedaulatan finansial dan memperkuat citra nasional di
tengah dominasi sistem pembayaran internasional (Samudra & Purwati, 2025).
Keberadaan QRIS menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada
jaringan global seperti Visa dan Mastercard yang dikendalikan oleh Amerika Serikat.
Dominasi kapitalisme global telah lama menciptakan ketimpangan struktural antara
negara maju dan negara berkembang. Oleh sebab itu, penguatan geopolitik diperlukan
untuk menjadikan QRIS sebagai simbol kemandirian ekonomi digital Indonesia.

Hegemoni ekonomi Amerika Serikat ditopang oleh sistem kapitalistik yang
berfokus pada akumulasi modal dan pengendalian pasar global (Budiman et al., 2024).
Dominasi ini berdampak pada keterbatasan negara berkembang, termasuk Indonesia,
dalam membangun sistem keuangan yang independen. Kehadiran QRIS menjadi upaya
strategis dalam menantang struktur tersebut melalui penciptaan sistem pembayaran
berbasis inovasi nasional. Pengembangan QRIS menunjukkan keseriusan Indonesia
dalam melepaskan diri dari ketergantungan terhadap sistem finansial asing (Feulefack
Kemmanang, 2021). Inisiatif ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang mampu
berinovasi sekaligus mempertahankan kedaulatan ekonomi di ranah global.

Untuk memperluas pengaruh QRIS di tingkat internasional, Indonesia perlu
membangun strategi geopolitik berbasis kerja sama ekonomi regional (Titik
Khusumawati, 2025). Kolaborasi dengan negara-negara ASEAN menjadi langkah awal
untuk memperluas integrasi sistem pembayaran lintas batas (Akbar et al., 2024). Melalui
sinergi ini, QRIS dapat menjadi standar pembayaran digital yang diakui secara regional
dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi ekonomi. Pendekatan tersebut juga
dapat meningkatkan stabilitas ekonomi kawasan dan mendorong pertumbuhan investasi
yang berkelanjutan. Dengan strategi ini, QRIS dapat memainkan peran ganda sebagai
instrumen keuangan dan alat diplomasi geopolitik.

Dalam kerangka geoekonomi, penguasaan teknologi finansial menjadi elemen
penting dalam menentukan kekuatan ekonomi suatu negara (Yustiningrum dkk., 2024).
QRIS berpotensi besar menjadi alat strategis Indonesia dalam meningkatkan daya tawar
ekonomi global. Sistem pembayaran yang aman dan transparan akan memperkuat
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kepercayaan investor serta mendorong pertumbuhan investasi asing langsung. Untuk
mencapai hal ini, diperlukan regulasi yang stabil dan tata kelola yang akuntabel (Saputra,
Hamid, & Yulia, 2021). Dengan dukungan kebijakan tersebut, QRIS dapat berkembang
menjadi pilar utama sistem keuangan yang berdaulat dan berdaya saing tinggi.

Peraturan yang kuat merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan dan kepercayaan
terhadap QRIS sebagai sistem pembayaran nasional. Pemerintah harus memastikan
bahwa kebijakan yang diterapkan berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan
keamanan data (Waskita & Sidik, 2023). Penguatan lembaga keuangan dan infrastruktur
hukum menjadi hal penting untuk mencegah dominasi eksternal. Langkah ini tidak hanya
melindungi kedaulatan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam
percaturan global. Dengan demikian, integrasi kebijakan hukum, ekonomi, dan geopolitik
menjadi strategi fundamental untuk mendukung keberhasilan QRIS.

Kesuksesan QRIS sebagai sistem pembayaran global bergantung pada sinergi
antara kebijakan ekonomi domestik dan diplomasi geopolitik internasional. Pemerintah
perlu mendorong diplomasi ekonomi digital yang kolaboratif untuk memperluas
jangkauan QRIS di pasar regional dan global. Melalui strategi ini, Indonesia dapat
menarik lebih banyak investasi, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat citra nasional
sebagai pelopor pembayaran digital yang berdaulat. Dukungan kebijakan publik yang
konsisten akan menciptakan ekosistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Dengan
demikian, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran modern, tetapi juga
sebagai representasi kekuatan geopolitik dan kemandirian ekonomi Indonesia.

Quick Response Indonesian Standart (QRIS) Sebagai Upaya Indonesia
Membangun Ekonomi di Luar Indonesia

QRIS memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan perdagangan lintas
negara, terutama bagi UMKM yang ingin menembus pasar ekspor di kawasan ASEAN
(Yuliati & Handayani, 2021). Sistem pembayaran digital ini memberikan kemudahan
bagi pelaku usaha untuk melakukan transaksi cepat, aman, dan efisien tanpa hambatan
perbankan tradisional. Dengan dukungan teknologi interoperabilitas, QRIS
memungkinkan integrasi langsung dengan sistem pembayaran digital negara mitra
(Bagaskoro, 2025). Kondisi ini membuka peluang baru bagi peningkatan ekspor produk
Indonesia secara digital. Oleh karena itu, QRIS dapat menjadi motor penggerak utama
bagi pertumbuhan ekonomi lintas batas yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu keunggulan teknis QRIS adalah kemampuannya untuk melakukan
konversi otomatis antar mata uang melalui sistem interoperable yang telah terstandarisasi
di kawasan ASEAN (Sussangkarn, 2020). Fitur ini mengurangi biaya dan waktu dalam
proses transaksi internasional, sehingga menciptakan efisiensi ekonomi yang signifikan
bagi pelaku usaha. Dengan jaminan keamanan transaksi yang tinggi, QRIS meningkatkan
kepercayaan pengguna terhadap sistem pembayaran digital nasional (Ramadanti,
Agustina, & Gustiana, 2025). Selain itu, konektivitas lintas negara memperkuat
kolaborasi ekonomi regional dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada sistem
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pembayaran global yang dikendalikan negara maju. Hal ini secara langsung mendorong
peningkatan daya saing ekonomi digital Indonesia di tingkat internasional.

Implementasi cross-border payment berbasis QRIS antara Indonesia dan Thailand
pada tahun 2023 menjadi contoh nyata keberhasilan integrasi sistem pembayaran regional
(Santi & Chalid, 2024). Melalui mekanisme ini, wisatawan dari kedua negara dapat
bertransaksi menggunakan aplikasi domestik masing-masing tanpa perlu menukar mata
uang. Kebijakan tersebut meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata,
perdagangan, dan investasi. Dampak positifnya terlihat dari peningkatan arus transaksi
lintas negara serta kontribusi terhadap devisa nasional. Hasil ini menegaskan bahwa QRIS
bukan hanya alat pembayaran domestik, tetapi juga instrumen diplomasi ekonomi yang
berperan penting dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan ASEAN.

Ekspansi QRIS ke luar negeri membutuhkan dukungan regulasi yang solid serta
koordinasi kelembagaan yang efektif antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan
(Stefanie & Suherman, 2021). Bank Indonesia memiliki peran utama dalam menjaga
integritas dan keamanan sistem pembayaran lintas batas, sedangkan Kemenkeu
bertanggung jawab dalam aspek fiskal dan pengawasan ekonomi makro (Usman, 2023).
Kedua lembaga ini harus bekerja secara sinergis untuk menjamin kelancaran transaksi
dan mencegah potensi risiko keuangan global. Penguatan regulasi diperlukan agar
kegiatan pembayaran lintas negara tetap sesuai dengan kepentingan nasional dan standar
internasional. Dengan demikian, sistem hukum yang kuat menjadi fondasi utama
keberhasilan ekspansi QRIS secara global.

Dasar hukum bagi kewenangan Bank Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun
1999, yang memberikan otoritas tunggal kepada Bl untuk mengatur dan mengawasi
sistem pembayaran nasional. Dalam konteks internasional, kewenangan ini diperluas
untuk mencakup kerja sama antar bank sentral dan otoritas moneter asing (Elfadhilah,
2025). Sementara itu, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan
memperkuat peran negara dalam menjaga stabilitas dan ketahanan keuangan di tengah
integrasi global. Melalui sinergi antara kedua regulasi tersebut, pemerintah memiliki
dasar hukum yang kuat untuk memperluas sistem pembayaran digital seperti QRIS. Hal
ini menegaskan bahwa ekspansi QRIS merupakan langkah sah secara hukum dalam
kerangka penguatan ekonomi digital nasional.

Perluasan QRIS lintas batas juga memerlukan kerja sama hukum internasional yang
efektif untuk menjaga keamanan data dan keandalan sistem keuangan. Kolaborasi
antarotoritas moneter sangat penting untuk menghindari konflik regulasi dan memastikan
keseragaman kebijakan antarnegara. Perjanjian bilateral atau multilateral dapat menjadi
sarana untuk mengatur perlindungan konsumen, keamanan siber, dan pertukaran
informasi keuangan (Imadatul Fitriani, Inayah Maulia, & Lucky Dafira, 2025). Dengan
adanya perjanjian semacam ini, risiko penyalahgunaan data dan kejahatan keuangan
lintas batas dapat diminimalkan. Kerangka kerja sama ini sekaligus memperkuat posisi
hukum Indonesia dalam percaturan keuangan global.
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Salah satu tantangan utama dalam implementasi QRIS internasional adalah
perbedaan regulasi antarnegara terkait yurisdiksi dan perlindungan data. Beberapa negara
menerapkan prinsip data sovereignty yang ketat sehingga dapat menghambat integrasi
sistem pembayaran lintas batas (Darmawan, Saadah, & Utama, 2023). Ketidaksinkronan
kebijakan ini berpotensi menimbulkan konflik antara regulator domestik dan asing
(Quddus, 2025). Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan hukum yang menjaga
keseimbangan antara kedaulatan digital Indonesia dan kepatuhan terhadap hukum
internasional. Upaya ini penting agar ekspansi QRIS tetap berjalan sesuai dengan prinsip
hukum dan keadilan global.

Dalam kerangka hukum ekonomi internasional, sistem pembayaran lintas batas
seperti QRIS termasuk dalam bidang cross-border financial governance (Sukarno &
Nurviana, 2025). Pendekatan ini menekankan perlunya tata kelola keuangan internasional
yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan (Sitorus et al., 2025). Indonesia harus
menyesuaikan kebijakan QRIS dengan standar internasional seperti FATF dan Basel
Committee untuk memperkuat kredibilitas globalnya (Raharjo, 2021). Penerapan prinsip-
prinsip tata kelola yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap
sistem keuangan Indonesia. Dengan demikian, QRIS dapat menjadi representasi dari
sistem keuangan nasional yang patuh, transparan, dan berdaya saing tinggi.

Penguatan aspek hukum dan regulasi merupakan elemen fundamental bagi
keberhasilan QRIS di tingkat internasional. Regulasi yang adaptif diperlukan untuk
menghadapi tantangan baru seperti keamanan data, risiko siber, dan dinamika transaksi
lintas batas. Sinergi antara kebijakan nasional dan hukum internasional harus dibangun
untuk menjaga kestabilan dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan dukungan hukum
yang kuat dan kerja sama lintas yurisdiksi, QRIS berpotensi menjadi sistem pembayaran
regional yang kompetitif di Asia Tenggara. Pada akhirnya, kejelasan hukum menjadi
penentu utama dalam menjadikan QRIS sebagai simbol kemandirian dan kekuatan
ekonomi digital Indonesia di kancah global.

Implementasi QRIS memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian
nasional melalui peningkatan transaksi digital, pengembangan sektor pariwisata, dan
peningkatan minat investasi asing. Sistem pembayaran digital ini menciptakan efisiensi
dan mempercepat arus perdagangan lintas negara, terutama di kawasan ASEAN.
Pemerintah menargetkan QRIS sebagai identitas ekonomi digital Indonesia di kancah
global melalui strategi kolaboratif dan penguatan kerja sama internasional. Kebijakan ini
bertujuan untuk memperkuat kemandirian finansial Indonesia sekaligus memperluas
peran strategisnya dalam ekonomi digital dunia. Dengan demikian, QRIS tidak hanya
menjadi inovasi teknologi, tetapi juga instrumen ekonomi yang memperkuat citra dan
daya saing nasional.

Dari perspektif teori, QRIS mencerminkan penerapan kedaulatan ekonomi nasional
sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich (List, 1909), yaitu pentingnya negara
melindungi sistem ekonominya dari dominasi global. Selain itu, melalui kerangka Teori
Hukum Ekonomi (Posner, 1973), hukum berfungsi untuk menciptakan efisiensi dan
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kesejahteraan melalui regulasi yang adaptif. Penguatan keamanan siber, kepercayaan
publik internasional, dan kepastian hukum menjadi faktor utama untuk menjaga
keberlanjutan QRIS di pasar global. Dengan fondasi hukum dan geopolitik yang kuat,
QRIS dapat menjadi simbol independensi ekonomi Indonesia di tengah hegemoni
kapitalisme global. Oleh sebab itu, keberhasilan QRIS bukan hanya soal teknologi, tetapi
juga tentang kedaulatan hukum dan kekuatan ekonomi nasional yang terintegrasi.

KESIMPULAN

Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi langkah
penting dalam memperkuat infrastruktur sistem pembayaran nasional dan menegaskan
kemandirian ekonomi digital Indonesia. Melalui dukungan regulasi yang dikeluarkan
oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, QRIS memperoleh legitimasi hukum
yang jelas sebagai sistem pembayaran nasional yang efisien, aman, dan mudah diakses
oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa QRIS tidak hanya
berperan sebagai sarana transaksi digital, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan ekonomi
yang mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap sistem pembayaran internasional
seperti Visa dan Mastercard. Dengan regulasi yang responsif dan sistem pengawasan
yang kuat, QRIS mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan stabilitas,
efisiensi, serta kesejahteraan ekonomi nasional di era keuangan digital.

Lebih jauh, QRIS terbukti memberikan dampak ekonomi yang luas melalui
peningkatan aktivitas transaksi digital, kemajuan sektor pariwisata, dan meningkatnya
minat investasi asing di Indonesia. Perluasan kerja sama lintas batas di kawasan ASEAN
menunjukkan potensi QRIS sebagai representasi ekonomi digital Indonesia di tingkat
global. Meskipun demikian, keberhasilan tersebut menuntut penguatan keamanan siber,
perlindungan data, dan kepercayaan publik internasional terhadap sistem keuangan
nasional. Sinergi antara kebijakan ekonomi, hukum, dan geopolitik menjadi kunci utama
untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing QRIS di kancah global. Dengan fondasi
hukum yang kuat dan tata kelola yang transparan, QRIS berpotensi menjadi model sistem
pembayaran digital berdaulat yang memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan
ekonomi baru di era globalisasi.
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